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menentukan lahirnya sebuah kekuasaan. Namun dalam praktiknya demokrasi ma; ih-ber
pada sebuah “pesta” ketimbang substansi demokrasi. Seharusnya demokrasi merup@i’fari

bagi kekuasaan dalam mendorong dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kenya .?a \
belum terjadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi rakyat. Kekuasaan cen g N
korup dan justru menghasilkan kesenjangan ekonomi sosial yang makin lebar. Salah satu=
penyebabnya adalah praktik demokrasi yang diselewengkan oleh penguasa melalui praknk
relasi negara-modal dan borjuasi lokal. Teori Evan ini untuk melihat bagaimana relasi bekerja
justru menguntungkan sebagian kecil elit saja. Penghianatan kekuasaan dalam praktik
demokrasi lebih disebabkan oleh prilaku politik yang masih jauh dari nilai-nilai
kenegarawanan. Keseimbangan kekuasaan negara dengan kedaulatan rakyat merupakan
kunci menguatnya kontrol rakyat terhadap negara.

Demokrasi sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat, teruta;nQ ‘&&L e
tat
J
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A. Pendahuluan

Proses demokrasi memang masih berjalan di
negeri ini. Di satu sisi, demokrasi sudah
menjadi ~ bagian  dalam  kehidupan
masyarakat, terutama dalam menentukan
lahirnya sebuah kekuasaan. Hal ini terlihat
dari hingar-bingar pesta demokrasi yang
seolah-olah nafas kekuasaan rakyat menjadi
roh yang menentukan dalam mencapai
kekuasaan. Terlihat dari pesta demokrasi
lima tahunan yang diikuti banyak partai
(multi party), partisipasi pemilih yang cukup
tinggi bagi sebuah negara yang masih dalam
tahap belajar demokrasi, serta menjamurnya
orang yang ingin menjadi calon legislatif
dari pemilu ke pemilu berikutnya. Memasuki
tahapan pemilu 2009, caleg makin banyak,
dan menariknya banyak caleg yang bukan
berasal dari politisi. Fenomena ini menjadi
menarik pada saat dibandingkan bagaimana
produk yang dihasilkan dari sebuah sistem
demokrasi, yaitu para pemegang kuasa, baik

legislatif (parlemen), eksekutif (pemerintah),
maupun yudikatif (kehakiman). Triumvirat
kekuasaan ini ternyata dalam praktiknya
justru menimbulkan sisi lain yang justru
sangat jauh dari nilai ideal seperti yang
diamanatkan oleh tujuan  demokrasi.
Kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan
yang seharusnya diemban oleh pemegang
kekuasaan, justru dijawab dengan lahirnya
“penghianatan penguasa” dan
“perselingkuhan  kekuasaan”, yang
seringkali melahirkan persolan-persoalan
serius dalam segala bidang kehidupan, dan
ini berujung pada kesenjangan sosial yang
makin lebar, tingkat kemiskinan yang
meningkat, dan tingkat keadilan yang makin
jauh dari harapan. Beberapa kasus yang
mengemuka seperti belum optimalnya
pelayanan publik yang dilakukan pemerintah
terhadap rakyat, berimbas pada tingkat
kepercayaan publik yang rendah terhadap
penguasa. Begitu juga dengan makin
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termarginalisasinya rakyat oleh kekuatan
kapital yang berinvestasi di suatu daerah
menggambarkan sebuah  perselingkuhan
antara aparat pemerintah dengan pemilik
kapital yang berimbas pada munculnya
konflik pertanahan dan makin meningkatnya
angka kemiskinan terutama di pedesaan
yang disebabkan oleh hilang atau lepasnya
tanah mereka sebagai alat produksi
(meminjam konsep Karl Marx) karena
ekspansi kapital yang justru dibantu oleh
kekuasaan negara, dalam hal ini aparat
pemegang kuasa yang memiliki jaringan
kuat dari pusat hingga ke tingkat bahwah.
Oleh karena itu sangat jelas bahwa sisi
demokrasi masih berkutat pada sebuah
“pesta” ketimbang substansi demokrasi. Hal
ini akan menjadi fokus uraian makalah ini,
dengan membedah bagaimana praktik
demokrasi di tingkat kecamatan dapat
disorot sebagai bentuk dari manifestasi
demokrasi yang sering kali melahirkan
kekecewaan publik, dan tidak jarang terjadi
demokrasi memakan mangsanya sendiri.
Korban demokrasi justru makin banyak
ketika berbagai persoalan muncul di tengah-
tengah  masyarakat, padahal  produk
demokrasi yang ditentukan oleh rakyat
malahan menjadi alat kekuasaan untuk
menindas, menipu, bahkan melakukan
kekerasan terhadap rakyatnya sendiri. Inilah
sebuah potret praktik demokrasi yang terjadi
dewasa ini sebagai bentuk penghianatan
terhadap  nilai-nilai  demokrasi.  Nilai
demokrasi yang diimplementasi kan oleh
pemegang kekuasaan berkedok pada
kedaulatan rakyat, namun pada hakekatnya
substansi demokrasi hanya menguntungkan
elite pemerintah dan pemilik modal. Apa
yang salah dalam perjalanan demokrasi
sampai sekarang ini? Pertanyaan yang tidak
mudah untuk dijawab. Namun sudah
sepatutnya jika kita merenung bahwa selama
ini kekuatan masyarakat sipil yang masih
dipertanyakan. Kelemahan masyarakat sipil
inilah menjadi faktor mengapa kekuasaan
justru makin sulit dikontrol. Negara hanya
menjadi pranata politik yang hanya ada

secara struktur, namun secara substansial
menjadi sangat mandul, apalagi jika
mengkaji bagaimana negara dapat mencapai
kekuasaannya.

B. Demokrasi

Substansial
Demokrasi memiliki dua komponen dasar:
substantif dan prosedural. Komponen
pertama adalah landasan normatif yang
bermuatan seperangkat nilai-nilai dasar bagi
suatu tatanan (sistem) kehidupan politik dan
ketatanegaraan yang keberadaanya mutlak
diperlukan serta membedakannya dengan
sistem yang lain. Komponen kedua adalah
seperangkat tata cara yang dipergunakan
agar sistem tersebut dapat bekerja secara
optimal dalam suatu konteks masyarakat
tertentu. Jika komponen yang pertama pada
hakekatnya bersifat universal dan permanen,
maka komponen kedua bersifat kontekstual
dan bentuknya terus menerus mengalami
perkembangan serta terbuka (open-ended).
Kendati keduanya tak dapat dipisahkan,
namun kedua elemen tersebut dapat
dibedakan satu dari yang lain. Landasan
utama demokrasi adalah norma-norma
egalitarianism ~ (persamaan) dan liberty
(kebebasan) yang dalam perkembangan
modern dikukuhkan dalam Hak-hak Asasi
Manusia Universal. Khususnya, hak-hak
dasar yang berkaitan dengan hak berbicara,
menyatakan  pendapat,  berserikat dan
berkumpul adalah norma paling dasar.
Seterusnya, kedaulatan rakyat, rule of law,
dan pertanggungjawaban penguasa kepada
rakyat (baik langsung maupun tidak
langsung) juga merupakan norma-norma
dasar dalam demokrasi. Sementara itu,
komponen prosedural demokrasi antara lain
adalah  sistem  perwakilan, pola-pola
pemilihan dan rotasi yang berkala atas
mereka yang diberi amanat/mandat oleh
rakyat, adanya pemisahan kekuasaan atas
cabang-cabang pemerintahan, penerapan
mekanisme checks and balances antar
lembaga negara, partisipasi yang tinggi oleh
warganegara dalam urusan publik, tata
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kelola yang baik (good governance) dalam
pemerintahan, dsb. Rousseau membuat
konsepsi tentang kontrak sosial antara rakyat
dan penguasa dengan mana legitimasi pihak
yang kedua akan diberikan, dan dapat
dicabut sewaktu-waktu apabila ia dianggap
melakukan penyelewengan. Gagasan dan
praktik ~ pembangkangan  sipil  (civil
disobedience) sebagai suatu perlawanan
yang sah kepada penguasa sangat
dipengaruhi oleh pemikiran Rousseau. Mill
mengembangkan konsepsi tentang
kebebasan (liberty) yang menjadi landasan
utama demokrasi liberal dan sistem
demokrasi perwakilan modern
(Parliamentary  system) di mana ia
menekankan pentingnya menjaga hak-hak
individu dari intervensi negara/pemerintah.
Gagasan pemerintahan yang kecil dan
terbatas merupakan inti pemikiran Mill yang
kemudian berkembang di Amerika dan
Eropa Barat. De Toqcueville juga
memberikan kritik terhadap kecenderungan
negara untuk intervensi dalam kehidupan
sosial dan individu sehingga diperlukan
kekuatan kontra yaitu masyarakat sipil yang
mandiri. Pemikir seperti Robert Dahl
umpamanya menyebutkan bahwa teorii
demokrasi bertujuan memahami bagaimana
warganegara melakukan control terhadap
para pemimpinnya. Dengan demikian
fokus pemikiran dan teori demokrasi
semakin tertuju pada masalah proses-proses
pemilihan umum atau kompetisi partai-partai
politik, kelompok kepentingan, dan pribadi-
pribadi tertentu yang memiliki pengaruh
kekuasaan. Indonesia sedang dalam proses
tranformasi dari sistem otoriter menuju
demokrasi sebagaimana dicita-citakan para
pendirinya dalam konstitusi. Tak terelakkan
lagi, diperlukan kemampuan dari para
pekerja demokrasi untuk mencari varian
demokrasi yang compatible dengan konteks
yang  dihadapi. Pemahaman tentang
perkembangan pemikiran dan praksis
demokrasi dari berbagai era dan wilayah
dunia akan sangat membantu dalam usaha
tersebut. Artinya demokrasi kontektual

sebagai  upaya  penyesuaian  praktik
demokrasi terhadap kondisi masyarakat.
Kondisi ini ditentukan bagaimana kultur
demokrasi dan  sejauhmana tingkat
pemahaman masyarakat terhadap demokrasi,
menyangkut pengetahuan dan prilaku, serta
pendidikan politik yang berkolaborasi bagi
proses demokratisasi. Praktik demokrasi di
Indonesia seringkali menyimpang dari nilai
ideal demokrasi. Hal ini tercermin dari
berbagai produk kekuasaan yang masih
berpihak kepada kekuasaan itu sendiri dan
kaum pemodal. Relasi negara dan pemilik
kapital ini makin kentara dalam praktik
demokrasi era otonomi daerah. Jika pusat
kekuasaan melahirkan peraturan (undang-
undang) yang pro kepada pemilik modal, di
daerah juga muncul pertautan serupa,
pemerintah mempraktiknya dalam bentuk
persekongkolan dengan pemilik modal.
Inilah yang disebut Evan sebagai relasi
negara-kapital dan borjuasi lokal.

C. Relasi Negara-Kapital-Borjuasi Lokal

Dalam teori dependent development, Evans
menyebutnya sebagai Aliansi Tripel, yakni
adanya kerjasama antara (1) modal asing, (2)
pemerintah di negara pinggiran, dan (3)
borjuasi lokal. Modal asing, melalui
perusahaan  multinasional,  melakukan
investasi di negara pinggiran. Pemerintah
lokal, yang membutuhkan modal, teknologi
dan akses ke dalam pasar dunia untuk bisa
menyelenggarakan pembangunan di
negaranya. Agar pemerintah lokal ini tidak
dituduh hanya menjadi alat dari modal asing,
borjuasi lokal harus disertakan. Representasi
dari relasi negara dengan modal asing dan
borjuasi lokal tergambar dalam praktik
demokrasi baik di tingkat pusat sebagai
pembuat keputusan (pemerintah  dan
parlemen)' hingga pelaksana keputusan

' Lihat Undang-undang penanaman modal yang

sangat berpihak kepada investasi asing dengan
memberi ruang penguasaan lahan walaupun secara
bertahap, tetapi ada yang mencapai 70 tahun, waktu
yang panjang untuk satu generasi. Hal ini justru
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yakni aparat pemerintah sampai yang paling
bawah. Untuk memahami pemikiran ini,
akan lebih jelas jika metode kasus akan lebih
mendekatkan pada pembedahan persoalan.
Dalam kasus sengketa tanah antara rakyat
dengan perusahaan’, seyogyanya rakyat akan
mendapat pembelaan yang kuat dari negara.
Namun yang terjadi justru rakyat makin
ditindas oleh kekuatan birokrasi yang
berpihak kepada perusahaan dengan alasan
akan menganggu iklim investasi dan
menghalangi pertumbuhan ekonomi.
Apalagi negara makin sering menggunakan
aparat keamanan untuk melindungi kaum
kapital, bahkan sering juga terjadi
penggunaan  kekerasan oleh  negara.
Perselingkuhan ini terjadi sebagai akibat dari
perlindungan negara terhadap kaum kapital
yang ditunjang oleh kekuasaan represif.
Munculnya konflik lahan ini dipicu oleh
tidak transparannya pihak pemerintah
terhadap mekanisme pengurusan sertifikat
tanah yang dilakukan pihak kecamatan.
Camat  sering  “berkelambu”  untuk
menggiring pemilik modal dalam upaya
memperoleh lahan untuk perusahaan’,

sangat bertentangan dengan UUD 45 pasal 33 ayat 3
yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan
dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
(Lihat UUD 1945 Amandemen).

* Sengketa tanah antara rakyat dan perusahaan
terjadi tahun 2008. Rakyat (warga desa Sidomulyo,
Kabupaten Banyuasin) menuntut hak tanahnya
seluas 387 ha, karena tumpang tindih sertifikat lahan
dengan PTPN VII. Hasil investigasi DPRD Banyuasin
lahan tersebut memiliki bukti kuat didukung oleh
sertifikat pemilikan terdiri dari 132 ha sertifikat milik
dan 255 ha dalam bentuk SKT. PTPN VII juga punya
bukti surat penjualan tanah dari warga. Inilah yang
menimbulkan polemik (Lihat Koran Sindoc, 16
Desember 2008).

3 Kasus warga desa Sumber Mukti, Sumber Agung,
dan Wonodadi dengan PT Agro Bintang Dharma
Nusantara (ABDN). Perusahaan mengambil sertifikat
tanah warga dengan tujuan pembebasan lahan,
tetapi perusahaan menyalahgunakan sertifikat untuk
kepetingan bisnis, sementara warga menunggu
keputusan perusahaan, karena lahan mereka tidak

karena di sinilah celah “bargaining” aparat
dengan perusahaan yang tidak jarang
melahirkan “deal” rahasia dalam bentuk
sogok atau pungli yang mengatasnamakan
negara. Ini adalah salah satu kelemahan
praktik kenegaraan yang tidak ditunjang oleh
kemampuan aparatur yang bersih sehingga
penyelewengan kekuasaan menjadi
pertaruhan munculnya konflik, baik antara
rakyat dengan perusahaan maupun konflik
horizontal sebagai imbas dari kebijakan
negara yang tidak berpihak kepada
masyarakat. Aparatur di tingkat kecamatan
justru menjadi alat legitimasi kapital untuk
menguasai lahan milik rakyat (baik secara
adat maupun formal). Praktik ini
mengisyaratkan, pertama, sebagai bentuk
penghianatan kekuasaan camat sebagai
aparat pelaksana tingkat bawah yang
seharusnya menjadi mediasi dan fasilitasi
antara rakyat dengan pemodal. Kekuasaan
yang diperoleh secara “demokratis” telah
melahirkan tirani kekuasaan yang berpihak
kepada pemilik modal. Sangat wajar jika
rakyat selalu kalah dalam setiap sengketa
tanah yang dilakukan secara musyawarah
karena aparatur selalu berada di pihak
kapital. Inilah sebuah gambaran praktik
demokrasi tingkat bawah yang belum dapat
memaknai bahwa demokrasi sebagai alat

mencari kekuasaan yang pro terhadap
rakyatnya.  Kedua, aparatur  sebagai
representasi dari kekuasaan demokratis

seharusnya menjadi kekayaan negara dalam
bentuk mendistribusikan tanah kepada
rakyat bukan kepada pemilik modal. Makin
kuatnya posisi kapital telah menggusur
kepemilikan tanah rakyat yang mendorong
rakyat kepada status petani gurem. Petani
menjadi buruh tani yang berkepanjangan dan
siap memasuki jurang kemiskinan, karena
alat produksi sudah lepas kepada pemilik
modal dan keuntungan itu dihisap oleh
pemerintah dalam bentuk pajak dan setoran
lain yang tidak jelas, sehingga para elit

bisa digarap. (Lihat Koran Seputar Indonesia, 3
Desember 2008)
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pemerintahlah yang menikmati  hasil
perselingkuhan kekuasaan. Ketiga, praktik
demokrasi telah menghinati prinsip keadilan
dalam menikmati kekayaan negara pada saat
sebagian besar lahan sudah dikuasai oleh
perusahaan besar. Kondisi sangat rentan
terhadap munculnya konflik yang lebih besar
dan tindakan represif yang diambil negara
untuk  mengendalikan  sikap  radikal
masyarakat. Praktik demokrasi yang
menyimpang tidak saja terjadi antara negara
dengan modal, namun melanda upaya
memperoleh kekuasaan yang berkedok
demokrasi.

D. Relasi Kekuasaan dalam Birokrasi

Relasi  kekuasaan  dalam  birokrasi
merupakan cerminan praktik demokrasi
yang direkayasa dalam mencapai kekuasaan.
Keberpihakan birokrasi terhadap calon
penguasa tingkat bawah akan menjadi
contoh bagaimana kekuasaan itu telah
mengkebiri  hak-hak kebebasan dalam
berdemokrasi.  Contoh  kasus  dalam
Pemilihan Bupati Kepela Daerah (Pilkada)
dan Pimilihan kepala desa (pilkades). Dalam
Pilkada, camat dan kepala desa dijadikan
alat politik untuk mencapai kekuasaan.
Keberpihakan aparat pemerintah dalam
setiap  pilkada  merupakan  rentetan
pembelenguaan hak demokrasi rakyat. Ini
terjadi karena kekuasaan telah diperalat
untuk meraihnya dengan cara-cara yang
tidak profesional dan melanggar nilai-nilai
demokrasi yang mengusung kebebasan dan
kehormatan pemilih dalam menentukan
pemimpinnya. Kasus pilkada gubernur
Sumatera Selatan, ada beberapa camat yang
secara terang-terangan mendukung calon
gubernur incumbent yang berbagai cara
membujuk rakyat untuk memenangkan
pertarungan. Kegiatan kampanye pilkada
sering  dibungkus  dengan  kegiatan
pemerintahan dalam bentuk penggalangan
massa. Aparat tidak malu-malu
menggunakan perjalanan dinas, biaya dinas,
dan fasilitas dinas untuk kepentingan politik
pilkada, sebagai bentuk “bermainnya”

kekuasaan untuk mencapai kekuasaan. Inilah
bentuk relasi kekuasaan birokrasi yang
berselingkuh dan menggunakan tangan
kekuasaan memberangus nilai-nilai
demokrasi. Begitu juga pada saat pilkada
Bupati Banyuasin. Praktik ini semakin jelas
bahwa aparat semakin takut kehilangan
kekuasaan dan berani ambil resiko menabrak
nilai demokrasi yang seharusnya
dicontohkan oleh para penguasa. Beberapa
camat sangat berpihak kepada calon
incumbet, karena akan menjadi pertaruhan
jika di wilayahnya calon incumbent kalah,
sehingga berbagai cara dalam praktik
demokrasi dilanggar demi memenangkan
peratungan. Makanya calon incumbent di
beberapa daerah di Sumsel menang dalam
peretarungan pilkada karena ~memang
didukung oleh mesin birokrasi, salah satunya
memanipulasi  daftar  pemilih.  Relasi
kekuasaan birokrasi juga terjadi dalam
praktik pemilihak kepala desa. Terjadi juga
rekayasa, di mana aparat tingkat kecamatan
melakukan intervensi kekuasaannya dalam
mendukung calon “titipan” pemerintah®. Hal
ini berkaitan dengan selingkuh kekuasaan
tingkat bawah.Terdapat nilai dasar yang
hidup di desa yaitu berlangsungnya praktik
demokrasi yang tidak terlepas dengan
prinsip otonomi asli yang dimiliki oleh suatu
desa. Otonomi yang cenderung diartikan
secara sempit menjadikan praktik demokrasi
berlangsung statis, tidak mengimbangi, dan
memberi jalan pada tuntutan pembaharuan.
Pemilihan kepala desa (pilkades) dengan ciri
pemilihan langsung kepala desa diakui atau
tidak telah mengilhami pelaksanaan
pemilihan pimpinan nasional dan regional.

% Kasus pemilihan kepala desa Paldas diprotes warga.
Warga menilai panitia mengubah kriteria balon kades
yang telah ditetapkan, ternyata tidak sesuai dengan
perda, Dalam Perda No. 10/2006 kriteria balon kades
ada 12 unsur, namun panitia hanya menetapkan 8
unsur. Empat unsur sengaja dihilangkan panitia
lantaran ada main mata dengan salah satu balon
yang tidak memenuhi syarat. Ini bisa terjadi jika
panitia melakukan perselingkuhan dengan aparat
(Berita Pagi, 3 Januari 2008).
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Cara ini dinilai lebih demokratis karena
setiap orang diberi hak sama untuk
menentukan pilihannya langsung secara
bebas dan rahasia. Semangat tersebut tidak
terlihat nyata setelah masa pemilihan usai.
Dengan  demikian, demokrasi hanya
berlangsung  sebagai  sekadar  proses
pemilihan. Selanjutnya, pemilihan kepala
desa tidak memberi suatu ajaran dan
pemecah masalah dalam keanekaragaman
pendapat dan kepentingan dalam kehidupan
kemasyarakatan, pemerintahan, dan
pembangunan. Pada desa tertentu hal
tersebut  berakibat tetap  berlanjutnya
kompetisi dan pertentangan pascapemilihan
yang disertai kondisi transisi yang berlarut-
larut. Praktik demokrasi di desa seharusnya
tidak mengabaikan suara-suara pihak lain
yang sebenarnya telah mereka bangun
dengan kekuatan kebersamaan dan persiapan
program. Jangan hanya karena calonnya
kalah, suara dan aspirasi mereka dengan
mudah ditiadakan atau dialihkan. Kondisi
yang tertumpu hanya pada calon terpilih dan
mengabaikan kekuatan dan pemikiran calon
lain sebaiknya sudah ditinggalkan karena
tidak sesuai lagi dengan perkembangan
praktik demokrasi baru dan tuntutan
reformasi. Hal tersebut dapat ditempuh
antara lain dengan upaya
mengakomodasikannya melalui suatu wadah
dan menjadikannya sebagai pertimbangan
pada setiap kebijakan. Suara dan aspirasi
pemilih yang calonnya kalah kalau
bergabung satu dengan yang lain
kekuatannya dapat menjadi jauh lebih besar.
Hal tersebut sebenarnya merupakan potensi
kuat pembangunan desa yang bila diabaikan
justru dapat menjadi kekuatan penghambat
dan bahkan sumber kegagalan.
Ketidakmampuan  menciptakan  kondisi
kebersamaan dan saling menghargai
menjadikan praktik demokrasi yang berlaku
di desa menjadi ketinggalan dan
ketertinggalan tersebut selanjutnya menjadi
salah satu sebab mengapa desa kita terkesan
lambat untuk maju. Dalam keadaan yang
demikian, potensi masyarakat menjadi tidak

riil dan sulit. Sebaiknya, kita melihat proses
demokratisasi di desa tidak berhenti hanya
pada selesainya dengan lancar pelaksanaan
pilkades, tetapi juga mampu jauh
melihat/melangkah ke depan agar praktik
demokrasi di desa dapat berlangsung
memenuhi tuntutan pembaharuan dengan
didukung otonomi asli desa yang mengikuti
perkembangan zaman. Tentu tak ada
demokrasi bila mayoritas rakyatnya hidup
dalam  kemiskinan, dalam ketakutan
kematian karena penyakit dan kelaparan.
Manipulasi hak sipil dan politik untuk
kepentingan elit politik, para politisi
tradisional Orba dan Neo-Orba,
mengakibatkan penjaminan hak ekonomi,
sosial, dan budaya oleh negara tidak
berjalan. Kita masih menghadapi jeritan
keputusasaan dan kematian karena busung
lapar, dan penyakit mematikan yang tak
terobati karena kemiskinan (Fadjroel
Rahman, 2005). Ketimpangan penguasaan
dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah
dan sumber daya alam merupakan masalah
krusial dalam reformasi agraria di Indonesia.
Muncul raja-raja hutan, pertambangan,
perkebunan, tambak raksasa, perumahan,
wisata, dan hiburan, yang menguasai lahan
dari ratusan sampai jutaan  hektar.
Penguasaan tanah di Indonesia oleh petani
tidak lebih dari 0,8 hektar per rumah tangga
petani, secara keseluruhan mereka hanya
menguasai 17 juta hektar lahan pertanian.
Bahkan ada 12,5 juta rumah tangga petani
yang dikategorikan petani gurem di mana
ada 9,9 juta rumah tangga petani yang tidak
bertanah (landless peasants) atau sekitar
32,6 persen dari jumlah keseluruhan rumah
tangga tani di Indonesia. Data dari Bachriadi
dan Wiradi (2003) yang dikutip Pefisi
Cisarua: Menagih janji SBY untuk
Reformasi Agraria di Indonesia (2004).
Selain itu diungkapkan juga sengketa dan
konflik akibat ketimpangan tersebut, selama
30 tahun (1970-2001) ada 1.753 kasus
sengketa tanah dalam kategori sengketa
tanah structural. Dalai sengketa dan konflik
itu tidak kurang dari 1.090.868 rumah
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tangga telah menjadi korban langsung dan
meliputi tidak kurang dari 10,5 juta hektar
lahan yang disengketakan. Pada 21 juli 2003
1000-1500 petani di Bulukumba berhadapan
dengan aparat dalam sengketa dengan PT
London Sumatera, lima orang meninggal
diterjang peluru panas dan puluhan lainnya
luka-luka dan ditangkap. Tidak ada jalan
lain, negara kesejahteraan yang melindungi
secara maksimal dan optimal hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya harus secara
paralel juga melindungi secara maksimal dan
optimal hak-hak sipil dan politik. Demokrasi
substantif ~ berarti  demokrasi  yang
melindungi dan memaksimalkan
pelaksanaan hak-hak sipil, politik, ekonomi,
sosial, dan budaya. Demokrasi prosedural,
seperti rezim reformasi juga SBY-Kalla
sekarang, hanya menjalankan demokrasi
lipstik, memoles negara predator Orba
dengan pulasan gincu dan komunikasi
politik murahan tentang hak-hak tersebut di
atas, seperti Bantuan/Santunan Langsung
Tunai pasca kenaikan BBM Maret dan
Oktober 2008. Dengan demikian, perjuangan
kaum demokrat radikal untuk mewujudkan
demokrasi substantif  dan negara
kesejahteraan — menurut saya- merupakan
“nilai, gagasan, dan perjuangan untuk
membebaskan manusia dari penghisapan,
penindasan, dominasi, dan penghinaan oleh
manusia lainnya.” Dihidupi, dan diterangi
oleh tujuh nilai utama yaitu: kemanusiaan,
keadilan, kerakyatan, kebebasan, kesetaraan,
kesejahteraan, dan solidaritas. Perjuangan
organisasionalnya berbasiskan pada massa
yang lebih luas, tidak hanya berdasarkan
relasi ekonomi, tetapi meliputi relasi-sosial,
budaya, gender, dan lainnya, sepanjang
terjadi proses pengisapan, penindasan,
dominasi, dan penghinaan manusia oleh
manusia dalam relasi antar-manusia tersebut
(Fadjroel R, 2005).

E. Kekuatan Kontrol Masyarakat Sipil
(Civil Society)

Dalam kondisi semacam ini, standardisasi

terminologi demokrasi merupakan sesuatu

yang mesti diperjelas. Hingga Kkini,
perspektif paling dominan yang menjadi
indikator demokrasi berakar dari definisi
mengenai demokrasi prosedural yang
diusung Joseph Schumpeter dan Robert
Dahl. Demokrasi prosedural cenderung
hanya menitikberatkan pada pemilihan
umum sebagai syarat utama demokrasi.
Bahkan  seringkali, demokrasi hanya
dimaknai sebagai “electoralism™: pemilu
yang terbuka dan jurdil semata. Argumen ini
dianggap terlalu sempit bagi makna
demokrasi yang luas. Buktinya, di era 1980-
an, di negara seperti El Savador, Mexico dan
Singapura yang telah menyelenggarakan
pemilu, kebebasan sipil masih menjadi
utopia. =~ Karenanya, = para  penganut
“procedural minimum” meyakini bahwa
demokrasi tak hanya soal pemilu an sich,
tapi juga jaminan atas kebebasan sipil—
kebebasan  berbicara, berkumpul, dan
mengeluarkan pendapat. Beberapa pakar
demokrasi  dari  mahzab  “‘expanded
prosedural minimum™ menambahkan bahwa
pemerintahan yang dipilih lewat cara-cara
demokratis harus dapat memerintah secara
efektif. Mereka menggugat kurangnya
kontrol sipil atas militer. Lebih jauh,
beberapa pemikir demokrasi menyepakati
“prototopical conception og established
industrial democracy” yang memandang
perlu memperhatikan konstelasi politik,
ekonomi, dan karakteristik sosial dalam
suatu rejim. Kategorisasi terakhir dari
konsepsi dan definisi alternatif demokrasi
adalah  kelompok yang  mengimani
“maximalist conception”. Penganut
demokrasi maksimalis memasukkan
persoalan kesetaraan hubungan sosial
ekonomi dan partisipasi publik yang luas
dalam pengambilan keputusan di segala
level politik sebagai indikator demokrasi.
Konsepsi inilah yang lazim ditemukan dalam

studi mengenai Amerika latin pada
dasawarsa 1960an dan 1970an. Sebagai
sebuah  konsep, demokrasi seringkali

diterapkan dalam keadaan berbeda. Meski
sering dianggap sebagai pemekaran standar
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demokrasi, definisi baru demokrasi juga
dapat dipandang sebagai adaptasi definisi
awal demokrasi dengan konteks baru.
Seperti misalnya yang terjadi di beberapa
negara Amerika Tengah dan juga negara
Amerika Latin seperti Chili dan Paraguay.
Di sana, otoritarianisme militer
menggerogoti otoritas pemerintahan yang
dipilih. Beberapa analis menilai, pemilu tak
serta merta menjadikan suatu negara fully
democratic bilamana pemerintah yang
dipilih secara bebas ini tak punya kekuasaan
efektif untuk memerintah. Selain itu, pemikir
seperti Weffort dan O’Donnell mencipta
definisi  lain yang jamak  disebut
“Tocquevillean”  dengan  memasukkan
beberapa aspek hubungan sosial ke dalam
konsep demokrasi. Weffort dan O’Donnell
berkesimpulan bahwa kultur semifeodal dan
otoritarian  masih  menghalangi  hak
kewarganegaraan di pasca-otoritarianisme,.
Karenanya, level kesetaraan sosial menjadi
penting dalam memandang demokrasi.
Menurut Laclau-Mouffe (Hargen, 2006:63),
yang paling penting dalam rangka revolusi
demokrasi adalah hegemonisasi terhadap
universalitas. Dengan adanya hegemonisasi
“universalitas itu, tercipta banyak penanda
kosong (empety signifier) baru yang berarti
memberi  kemungkinan bagi  adanya
gagasan/makna baru. Dalam konteks inilah
gagasan pluralisme agonistik memperoleh
tempat yang tepat. Poin penting gagasan
pluralisme  agonistik  adalah  bahwa
keragaman bukan ancaman/gangguan
terhadap kesatuan politik. Kesatuan politik
akan bisa diterapkan dalam kehidupan
bernegara jika terjadi keseimbangan antara
penguasa dan rakyat. Keseimbangan
tercermin dari kekuatan masyarakat sipil
yang bisa mengontrol jalannya negara. Jika
negara terkontrol maka  jalannya
pemerintahan yang baik sesuai prinsip good
governance akan dapat tercapai. Muaranya
adalah bagaimana kekuasaan yang terbentuk
dari proses demokrasi akan dapat
mensejahterakan rakyatnya melalui berbagai

kebijakan yang berpihak kepada rakyat
diimplementasikan secara benar.

F. Penutup

1. Praktik demokrasi telah melahirkan relasi
kekuasaan negara dengan kekuatan
kapital dan borjuasi lokal. Pola ini
merupakan salah satu produk demokrasi
yang  tidak  berhasil ~ melahirkan
kesejahteraan rakyat karena diakibatkan
oleh lemahnya kontrol masyarakat sipil
terhadap penyelenggaraan negara. Faktor
inilah yang memberikan peluang
bagaimana penyelewengan kekuasaan
digunakan untuk melakukan penghianatan
terhadap kedaulatan rakyat.

2. Praktik demokrasi belum  berhasil
membentuk  pilar-pilar  kesejahteraan,
karena pada praktinya nilai-nilai

demokrasi hanya ada pada janji-janji
kekuasaan dan hiasan kata-kata, sehingga
berimbas dari makin lebarnya
kesenjangan ekonomi dan sosial serta
makin tingginya angka kemiskinan
sebagai akibat penyalahgunaan kekuasaan
oleh negara dalam menggusur hak-hak
rakyat untuk ~mempertahankan dan
mendapatkan alat produksi berupa tanah
dan ilmu pengetahuan.

3. Penghianatan kekuasaan dalam praktik
demokrasi lebih disebabkan oleh prilaku
politik yang masih jauh dari nilai-nilai

kenegarawanan sebagai bentuk dari
hilangnya nilai-nilai keadilan,
pemerataan, dan nasionalisme karena

digeser oleh keserakahan dan kekerasan
yang semakin masif sebagai imbas dari
kapitalisme global yang telah merasuk
dalam kehidupan masyarakat.

4, Keseimbangan kekuasaan negara dengan
kedaulatan rakyat merupakan Kkunci
menguatnya kontrol rakyat terhadap
negara. Oleh karena itu kontrol
masyarakat sipil terhadap
penyelenggaraan ~ negara merupakan
keharusan logis agar negara dapat bekerja
menjalankan pemerintahan yang baik
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untuk  semata-mata  meningkatkan
kesejahteraan rakyatnya.
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